SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABALONG,

bahwa sehubungan dengan adanya pelaksanaan pemilihan
Kepala Desa yang dilakukan secara elektronik atau e-voting
dalam pemungutan suara, maka perlu melakukan Perubahan
Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2019
tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
Serentak;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun
2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
Serentak;

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 27356);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Ty
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa Kkali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara



Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1221);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor
05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
02);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun
2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Secara
Bergelombang (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2016 Nomor 08);

9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 45);

10.Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak
(Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor
12};

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI TABALONG NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2019
tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah

Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 12), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 27, sehingga Pasal 1
berbunyi sebagai berikut :
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10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

Daerah adalah Kabupaten Tabalong.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.

Camat adalah pemimpin dan  koordinator  penyelenggaraan
pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan
tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari
bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga
desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan
wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa,
dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk
menyepakati hal yang bersifat strategis.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Perda.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut
APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia
Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk
menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.

Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa
dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat yang memenuhi
syarat administrasi dan telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon
Kepala Desa sebelum dinyatakan lulus dalam penyaringan.

Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah
ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih
menjadi kepala Desa.
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18.

19,

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh
suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan
ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati
dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong
untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala
Desa dalam kurun waktu tertentu.

Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi
persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala
Desa.

Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar
pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan
Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas
kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.

Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun
berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum
terdaftar dalam DPS.

Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih
yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan
identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.

Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala
Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan
dukungan.

Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat
dilaksanakannya pemungutan suara.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai
Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

Hari adalah Hari kalender.

Electronic Voting yang selanjutnya disingkat e-voting adalah suatu
metode pemungutan suara dan penghitungan suara dalam suatu
pemilihan dengan menggunakan perangkat elektronik.

Ketentuan Pasal 7 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga Pasal 7
berbunyi sebagai berikut :

(1)

Pasal 7

Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
a. persiapan;

b. pencalonan;
~c. pemungutan suara; dan

d. penetapan.

Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan
cara :

a. mencoblos; atau

b. e-voting.
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3. Ketentuan Pasal 34 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3)
sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1) Panitia Pemilihan menetapkan tempat dilaksanakan pemungutan suara
sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan pemungutan
suara.

(2) Panitia Pemilihan menyiapkan peralatan pemungutan suara dengan
cara mencoblos yang terdiri dari :

a.
b.

oo

Kotak suara beserta gembok dan kuncinya;

Surat suara berjumlah sebanyak DPT ditambah 1 % (satu per
seratus) dari DPT sebagai cadangan apabila ada surat suara yang
rusak;

Tinta untuk petanda pemilih yang telah melaksanakan hak
pilihnya;

Bilik suara sebagai tempat bagi pemilih untuk memberikan hak
pilih;

Segel kotak suara sebagai pengaman kotak suara;

Alat untuk mencoblos Calon Kepala Desa;

Papan tulis dan kertas manila yang akan digunakan untuk
perhitungan perolehan suara; dan

Kelengkapan alat tulis.

(3) Panitia Pemilihan menyiapkan peralatan pemungutan suara dengan
cara e-voting yang terdiri dari :

a.
b.

C.

L.

Kotak suara beserta gembok dan kuncinya,

1 (satu) set Peralatan e-voting yang memuat foto, nama, dan nomor
urut calon Kepala Desa;

Tinta untuk petanda pemilih yang telah melaksanakan hak
pilihnya;

Bilik suara sebagai tempat bagi pemilih untuk memberikan hak
pilih;

Segel kotak suara sebagai pengaman kotak suara;

Papan tulis dan kertas manila yang akan digunakan untuk
perhitungan perolehan suara; dan

Kelengkapan alat tulis.

4. Ketentuan Pasal 47 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2) sehingga Pasal 47
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

(1) Pelaksanaan pemungutan suara dengan cara mencoblos dilaksanakan
dengan mekanisme sebagai berikut :

a.

b.

pemilih masuk ke TPS dengan menyerahkan surat undangan
Pemilihan Kepala Desa untuk dicocokkan dengan DPT;

pemilih yang masuk ke TPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dilarang membawa kamera, handphone, senjata tajam dan/atau
barang yang dapat membahayakan dan/atau melukai orang lain;
Panitia Pemilihan memanggil pemilih berdasarkan prinsip urutan
kehadiran pemilih dan memberikan 1 (satu) lembar surat suara
yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan
dibubuhi stempel/cap Panitia Pemilihan;

setelah pemilih menerima surat suara, pemilih menuju bilik suara
untuk menentukan hak pilihnya dengan cara mencoblos salah satu
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gambar Calon Kepala Desa yang ada dalam surat suara dengan
menggunakan alat coblos yang telah disediakan oleh Panitia
Pemilihan;

e. setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat
diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun; dan

f  setelah memberikan suara, pemilih memasukkan surat suara ke
dalam kotak suara yang ditentukan dan mencelupkan salah satu
jari tangan pada tinta yang disediakan.

(2) Pelaksanaan pemungutan suara dengan cara e-voting dilaksanakan
dengan mekanisme sebagai berikut :

a. pemilih masuk ke TPS dengan menyerahkan surat undangan
Pemilihan Kepala Desa yang berisi kartu kode pemilih elektronik
untuk dicocokkan dengan DPT;

b. pemilih yang masuk ke TPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dilarang membawa kamera, handphone, senjata tajam dan/atau
barang yang dapat membahayakan dan/atau melukai orang lain;

c. Panitia Pemilihan memanggil pemilih berdasarkan prinsip urutan
kehadiran pemilih;

d. setelah pemilih mendapatkan panggilan, pemilih menuju bilik suara
untuk menentukan hak pilihnya dengan cara e-voting untuk
memilih salah satu gambar Calon Kepala Desa yang ada pada
sistem e-voting yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan;

e. setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat
diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun; dan

f. setelah memberikan suara, pemilih akan mendapatkan struk hasil
pemilihan dan memasukkannya ke dalam kotak suara yang
ditentukan dan mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta yang
disediakan.

5. Ketentuan Pasal 49 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3)
sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

(1) Sebelum Pemungutan Suara  berakhir, Panitia Pemilihan
mengumumkan:

a. pemungutan suara akan segera ditutup;

b. kepada BPD, Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa, Saksi serta
Pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya untuk segera
menggunakan hak pilihnya; dan

c. apabila pemungutan suara telah ditutup, maka Pemilih yang
belum hadir tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

(2) Apabila Pemungutan Suara dengan cara mencoblos telah mencapai
batas waktu yang telah ditentukan, maka Pemungutan Suara ditutup
dan dilanjutkan Penghitungan Suara.

(3) Apabila Pemungutan Suara dengan cara e-voting telah mencapai batas
waktu yang telah ditentukan, maka Pemungutan Suara ditutup dan
dilanjutkan dengan mencetak hasil pemilihan secara e-voting.

(4) Apabila terdapat perbedaan atau selisih perhitungan hasil pemilihan
secara e-voting, maka perhitungan dilakukan secara manual
berdasarkan struk pemilihan e-voting yang terdapat dalam kotak suara.
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6. Ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan disisipkan 2 (dua) ayat
yakni ayat (2a) dan ayat (3a) sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

(1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah
pemungutan suara berakhir.

(2) Sebelum penghitungan suara dimulai apabila pemilihan itu dilakukan
dengan cara mencoblos, Panitia Pemilihan menghitung:
a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar
pemilih tetap untuk TPS;
b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak
atau keliru dicoblos.

(2a) Sebelum penghitungan suara dimulai apabila pemilihan itu dilakukan
dengan cara e-voting, Panitia Pemilihan menghitung jumlah pemilih
yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap
untuk TPS atau yang tidak menggunakan hak pilih;

(3) Penghitungan suara dengan cara mencoblos sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), dilakukan dengan menghitung surat suara di TPS oleh
Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon
Kepala Desa, BPD, pengawas dari Kecamatan, dan warga masyarakat.

(3a) Penghitungan suara dengan cara e-voting sebagaimana dimaksud pada
ayat (2a), dilakukan dengan cara mencetak hasil pemilihan di TPS oleh
Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon
Kepala Desa, BPD, pengawas dari Kecamatan, dan warga masyarakat.

(4) Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang
ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang
anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi calon
Kepala Desa.

(5) Panitia Pemilihan memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan
suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masing-masing
saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan
1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum.

(6) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan
dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label
atau segel.

(7) Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara,
surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan

penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan
suara.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.
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Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 01 Agustus 2019

BUPATI TABALONG,
ttd
ANANG SYAKHFIANI
Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 01 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,
ttd

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2019 NOMOR 22



